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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas dan menganalisis Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang 

Nomor 5 Tahun 2011, Pasal 14 Poin J, yang mengatur kewajiban berpakaian muslim 

bagi peserta didik di sekolah, serta pengaruhnya terhadap nonmuslim di SMKN 2 

Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh nilai-nilai adat dan agama Islam yang kuat 

di Sumatra Barat, yang tercermin dalam berbagai kebijakan daerah. Kasus yang 

mencuri perhatian yaitu pemaksaan atribut berupa jilbab terhadap siswi nonmuslim 

pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan 

Daerah Kota Padang No. 5 Tahun 2011, khususnya Pasal 14 Poin J, yang mengatur 

kewajiban berpakaian muslim bagi peserta didik, serta implementasinya terhadap siswi 

nonmuslim di SMKN 2 Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan 

yang dikembangkan oleh George C. Edwards III sebagai kerangka utama, serta 

mengkaji bagaimana variabel-variabel seperti komunikasi, sumber daya, disposisi 

pelaksana, dan struktur birokrasi berperan dalam memengaruhi implementasi 

kebijakan terkait atribut jilbab sehingga menimbulkan polemik akan kaitannya dengan 

peserta didik nonmuslim. Hasil penelitian menemukan bahwa komunikasi yang yang 

kurang maksimal kepada pelaksana dan sumber daya yang kurang memadai turut 

berkontribusi dalam penafsiran kebijakan yang salah. Disposisi pelaksana yang turut 

menguatkan bias implementasi, persepsi pelaksana terhadap aturan berjilbab bagi siswi 

muslim dipahami secara keliru oleh pelaksana, sehingga terjadi penerapan yang tidak 

semestinya kepada siswi nonmuslim. Struktur birokrasi dalam bentuk pengawasan 

yang kurang ketat juga mengakibatkan interpretasi yang diskriminatif. Temuan ini 

menyoroti perlunya pendekatan yang lebih tepat dalam penyampaian dan pengawasan 

kebijakan agar aturan daerah dapat berjalan sesuai dengan prinsip keberagaman yang 

adil. 
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ABSTRACT 

This research discusses and analyses the Regional Regulation (Perda) of Padang City 

Number 5 of 2011, Article 14 Point J, which mandates Islamic dress for students in 

schools, and its impact on nonmuslim students at SMKN 2 Padang. This study is 

motivated by the strong traditional and Islamic values in West Sumatra, which are 

reflected in various regional policies. A notable case that garnered attention was the 

imposition of the hijab on nonmuslim female students in 2021. The study aims to 

examine the implementation of Padang City’s Regional Regulation No. 5 of 2011, 

specifically Article 14 Point J, concerning the obligation of Islamic dress for students, 

and its enforcement on nonmuslim female students at SMKN 2 Padang. The research 

employs George C. Edwards III’s policy implementation theory as the primary 

framework, examining how variables such as communication, resources, implementer 

disposition, and bureaucratic structure influence the implementation of the hijab-

related policy, thereby creating controversy regarding its application to nonmuslim 

students. This study utilises a qualitative approach with a case study method. The 

findings reveal that insufficient communication with implementers and inadequate 

resources have led to misinterpretation of the policy. The implementers’ disposition 

further reinforces biased implementation; their perception of the hijab requirement for 

muslim female students is misunderstood, resulting in improper enforcement on 

nonmuslim students. Additionally, the bureaucratic structure's lack of stringent 

oversight has facilitated discriminatory interpretation. These findings underscore the 

need for a more inclusive approach to the communication and supervision of policies 

to ensure that regional regulations align with principles of equitable diversity. 
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